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pembemnmmn korupsi  di Indonesiq maka

perlu dibangun kesadaran kolektif bahwa korupst
yang harus diberantas.

ABSTRACT

esult of this research finding indi - |
R . f ‘ finding indicate that in the effort executing eradication of
coruption in Indonesia hence Eradication of corruption have to he executed with [is]
same governmental and people because without participation of public and of political

will of govemment hence desire to make free and clean new Indonesia of KKN will
not form. For the reason simultan with effort offis straightening of law hardly and
coherent which accompanied by bureaucracy reform hence require to be woke up by

collective awareness that corruption is enemy of big with which must be fought against.

PENDAHULUAN namun korupsi secara sistematis

Kerentanan systemm peradilan terjadi pada semua lini penegak
erthadap terhadap tindak pidana hukum kerentanan tersebut  tidak
korupsi dj negeri ini sudah lama hanya terjadi pada perkara yane
terdEtekSi'KorUPSi tersebut  tidak memeriksa tindak pifdanal *korE:i
hany terjadi di pengadialan semata e

sehaga bagian dari system peradilan, pada
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. gl va
maupun pada peradilan .IJL;.}:r-i
pidana lainnya.Bahkan apabila dika]
lebih jauh salah satu alas an
dibentuknya Komisi pemberantusnn
korupsi(KPK) didasarkan pada
pertimbangan “« .Oleh karen:T
lembaga pemerintah yang menangan|
korupsi belum  berfungst secara
efektif dan efisien dalam

memberantas korupsi.”Dengan kata
lembaga-lembaga kepolisian;
pengadialan badan

lain,
kejaksaan,
pemeriksa keuangan dan inspektur

ienderal belum berfungsi secara baik

dan optimal dalam upaya
pemberantasan korupsi.Kondisi
tersebut menimbulkan pertanyaan

mengapa lembbaga-lembaga tersebut
tidak berfungsi dengan baik dalam
upaya pemberantasan korupsi dan
upaya apa vyang perlu

untuk mengefektitkan
mengefisiensikan

dilakukan

dan

lembaga-lembaga
tersebut.

Irale

PERADILAN

Pada awalnya kepolisian,kejaksaan

dan lembaga pengadilan merupakan

garda terdepan dalam Pemberantasan

karena tugas pokok

lembaga-lembaga

lkorups! dan

fungs
rdalah melakuka penegakan hukyp

Ltfrﬂt‘l_}ut

rermasuk terhadap tindak Pidang

korupsi.Sayangnya
rersebut juga terbelit dengan masalah.

imti.tu:-:i-—in::ritmi

korupsi di]ilw_l\'ungan

masalah
internalnya.Maraknya korupsi pad,
pengadaan barang dan jasa unpk
kepentingan organisasi, KKN pad,
penggunaan keuangan Negara dap
pembinaan personil, penyalahgunaap
wewenang dalam pelayanan publc
merupakan beberapa contoh aktifitas
dilingkungan penegak hukum yang
korupsi. Tentu
KKN

internal perlu diatasi secara simultan

beraroma saja

maraknya dilingkungan

karena tidak dapat dipungkirri hal ini

merupakan salah satu  penyebab
maraknya korupsi dalam proses
pengadilan.

Melihat fakta vyang ada, maka
penyebab maraknya korupsi ditubuh
aparat penegak hukum, terutama
dalam  proses peradilan adalah
sebagai berikut:

L. Hukum  Acara  Pidana Yang

Berpihak Pada Tersangka

2 Lemahnya Koordinasi  Antara

Kepolisian Dap Kejaksaan
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Kurang Memiliki Kompetensi yang g yata dahwatnva akih
. oun Kesejahteraan Umbulkap, l At
5. Miniml y s¢ fﬁ‘l'hadap e oleh kOTUp31
Sd Inj
~ ‘ menumbuhkan ) belum Mampyy
e STRATEGlI MEMBERANTAS - | esadarap kolektif
' Menjad;
KORUPSI PADA PROSES e lJ’ltllk:m korups; sebagai
DETS: “
PERADILAN AT vl i

diperangi,cneh

beberapa Strategis
tepat

karﬁ‘na H._U Elda

| dan langkak yang
serta efektif untyk mengikis
habis korupsi  guna

Hongkong sering kali  dijadikan
sebagal model dalam memberantas

korupsi sekitar dua decade yang lalu, l | menjadikan
i ndonesia baru yang bers;
() " o yang ersih dan bebas
merupakan “a way of life”.Saat ini dari KKN. *
stilah tersebut sudah ditinggalkan
karena  sudah terjadi perubahan | Penegakan Hukum
mendasar dalam pola berpikir dan
berprilaku,sehingga terwujud Penegak hukum pada kasus
kesadaran  kolektif bahwa korupsi  korupsi mutlak diperlukan dan
merupakan barang haram yang harus harus dilakukan secara keras dan
dihindari. tegas disertal komitmen tinggi dari
' pemerimah dan masyarakat secara
- Sudah sepantasnya Indonesia berkaca  konsisten efisien danefektit Sim
| : atikan
pada  hongkong karena predikat  dengan  tetap memperh .
' ; ' jera yang
ebagai salah satu Negara terkorup  timbulnya efek ) ey

‘ . : ,, : lanaan yang 4
lidak kunjung  sirna.Maraknya meluas,pemidanaan ¥

berbagai penyakit yang bersumber pengcmba
~ Pada kemiskinan, indek ppresepsi hal yang sangal

lian kerugian Negara

| berapa .
| !iorupsl yang buruk dan hengkangnya Be ? ceberhasilan
| Mestor asing menunjukan beberapa mﬂnpt’.ﬂgmlu kum adalal
' gsung  maupun :
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| | deradilan
a. Reformasi Aparatur Pei ad

1M
Pompe mengatakan bahwa haki

| . serius pada
hakim mengalami erost Serus [i.; .
L] : 1' E '}al "

standar-standar professional

dalam hal kemampuan
professional ~maupun  identitas
tersebut

professional.erosi
merupakan hasil dari proses pelan-
pelan yang ditujukan untuk

mengurangi  pentingnya  status
hakim dan peran mereka (Pompe

tahun 2002). Saat ini hakim sangat
dipinggirkan diperlakukan
sebagaimana pegawai negeri (gaji
kecil) dan tidak memperoleh posisi

dan

yang tinggi dalam masyarakat,
akibatnya profesi hakim dan
aparatur peradilan lainnya

ditinggalkan oleh kaum muda yang
cerdas dan berpotensi.

Oleh

peradilan

karenanya,
yang
penyidik,penuntut
hakim,adfokat dan
dirumah tahanan Negara
diarahkan menjadi
yabg professional

aparatur
terdiri  darj
umum,
Petugas
harus

t€naga-tenagy

[.

[1.

nemiliki  keahlian yang baik
Yang dip@ﬁ]]ﬁ‘h Inelﬁlll_ij
Pcﬂdidik&l [l dan pﬁla[il'la”
terstruktur diin

berkesinambungan

Penataan organisasi yang bajk

dilengkapim  denga,

yang
penataan dan

penghitungan prestasi yang jelas

tujuan dasar

sehingga penilaian  terhadap
kinerja, prestasi dan
akuntabilitas institusi maupup

personal aparat penegak hukum
dapat dilakukan secara terukur.

Khusus terhadap hakim dengan

tetap menghargai unsure
keyakinan hakim sebagai dasar
pengambilan keputusan, maka

Selain harug

mempertanggung
jawabkan keputusannya
terhadap Tuhan YME, maka
Para  hakim dapat
Mempertanggung jawabkan
keputusannya terhadap
public. Hakim harus mampu
mengpal; rasa keadilan
Sasyaralear: 'dan: ini tercermin
pada PUtusannya yang tidak
bertentangan

harus

dengan  rasa
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N €Tugian
T memad’i Imeru "kal egara.Oleh kHTE‘n_a 1ty perlu
]l gaji yang a pakan . dilakukars reformasi da]
masalah klasik yang harus segera am hukyn

acara pidana yang

Saat ni berlaky
antara lain:

diuntaskan  sehingga  perlu
dipikirkan ~ penggajian  yang
herbeda bagi penyidik, JPU dan

. Penghapusan ijin Bagin Aparatur

ha_kirn pETlU juga mUﬂlgkin Penegak hukum,sehingga aparat
dipikirkan wacana untuk penegak hukum bisa langsung
memberikan penghargaan dalam memeriksa dan melakukan upaya
bentuk uang kepada penyidik paksa terhadap pejabat yang

dan  JPU  vyang  berhasil diduga melakukan tindak pidana
mengungkapkan kasus korupsi korupsi.

dan mampu mengembalikan i Meningkatka fungsi koordinasi
antara penyidik kepolisian dan

JPU dalam upaya mempercepat

b. Reformasi Hukum Acara Pidana pemberantasan korupsi

kerugian Negara.

| . i w
Hukum acara pidana di ¢, Reformasi Lingkung

Indonesia masih banyak memiliki

R

| hip  for
i Survey Partnerbhlpp s
~ Peraturan yang tidak mendukung form meD anjukan
g , G

; | f-ipemﬁpatan prose peradilan pidnna, govern'm kantor kejﬂksaﬂ“ dan
1. (& ;.fkhusfusnva tindak pidana bzllwvildl B i lembaga Yane

:; enga 1
Ui contoh . cadalah P
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all | {k
palinge korup dan paling tida

di Indonesia  yang
sedikit

dan

efisien
peringkatnya hanya
dibawah polisi lalu lintas
pelayanan bea cukai.Oleh karena
itu setelah penegakan hukum
secara keras dan tegas disertal
reformasi terhadap hukum acara
pidana,maka masyarakatpun harus
menjadi masyarakat yang patuh
kepada  hukum dan  turut
menciptakan iklim yang kondusif
dalam  pemberantasan  korupsi

berupa:

prilaku  masyarakat
advokat)

dipengadilan.prilaku

i. Perbaikan
(khususnya dalam
beracara

masyarakat  dipersonifikasikan

oleli  prilaku  advokat dalam
berperkara.Senada dengan
penegakan  h7ukum lainnya,

maka  adfokat tidak  boleh

mengedepankan
tetapi  harus

€goismenya

mengederankan
profesionalisme dapk ode etik

profesi yang menjadi acuan dagyr
dalam menjalankan profesi. Bila
terdapat pelangparan kode etik

maka  asosias; adfokat  harys
berani memberikan sanksi yang
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keras  dan (€8aas  kepaq,

anggotanya bahkan pency butan

izin praktek

Penghormatan terhadap,
lembaga.Sebagai sesame penegal
hukum,maka hakim

JPU,penyidik dan paniteral harys

memberikan

saling

penghormatan tehadap lem baga
dank ode etik Mmasingp-
masing.Adfokat harus

mengetahui kode etik hakim
demikian pula sebaliknya hakim
harus memahami kode etk
adfokat  yang salah satunya
melarang para adfokat bertemy
dengan hakim ouna
membicarakan perkara tanpa
dihadiri oleh pihak lawan Bila ini
terwujud  maka  sikap saling
menghormati terhadap profes
dan lembaga akan terwujud yang
pada gilirannya dapat

meminimalisir prilaku koruprtif

Reformasi Birokrasi dan Dbisnis

vang tidak berpotens; korupsi

Survey Partnership for



bahwa

menya takan Kory Psi

pakan masalah yang sangat

meru

scriUS dan 48% Pegawa;
menerima  pu ngli ya ng dalam
pandangﬂn para pejabat
dlmakSUdkan untuk
nempercepat — pelayanan g,

nencapai perlakuan istimewa

Punli suap atau apapup
bentuknya menyebablkan
ekonomi biaya tinggi dan kerap
kali keputusan vyang diterbitkan

bertentangan dengan kewajiban

pejabat Negara yang
bersangkutansehingea harus
dilakukan  reformasi  birokrasi

yang bersih,jujur dantransparan

antara lain dengan cara:

l. menerapkan manejmen
berbasis kinerja gunNa
meningkatkan akuntabilitas

dan transparansi pelaksanaan
Program dan kegiatan disektor
nablik
L Membatasi korupsi pada proses
Pengadaan dengan melakukan
Pengawasan  atas  proses
Pehgadaan vang efisien dan

Vajar agar prileku korup antara
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4. memberikan kemudahan akge.

dan  mekanisme pengaduan

bagi masyarakat yang
mengetahui dugaan korupsi

5. reformasi pelayanan  public

yang berfokus pada
peningkatan  disiplin,kualitas
waktu biaya dan

cakupan  dalam

ketepatan
luasnya

pelayanan public.

3 Dukungan Publik

; rups!
Pemberantasal kO. Ph
emerint
dilakukan P
e rakyat. Tanpa
bersama-sama dengan . s
' e
tisipast public maka P i
Ao | member™
akan gaga pa pO]i[lCEl
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PENUTUP
Dari uraian
disimpulkan sebagai berikut :

| Penegakkan hukum pada kasus

" - ) : ¢ '1‘
will yang kuat dari pems rintal

maka keinginan masyarakat untuk
mewujudkan Indonesia baru yang
beba.: dari KKN hanya menjadi
utopia.Oleh  karena simultan
dengan upaya penegakan hukum

secara keras dan tegas yang disertal

reformasi  birokrasi maka perlu o
tolektif ~ dan masyarakat secara konsisten

diatas maka dapay

kasus korupsi mulak diperlukan

dan harus dilaksanakan secars

keras dan tegas disertai dengan

Lkomitmen tingg oleh pemerintaly

dibangun kesadaran

bahwa korupsi merupakan musuh  dan efektif efisien

bersama yang harus 2. Reformasi birokrasi dan bisnis
diberantas.Kesaran kolektif akan vang tidak berpotensi korupsi
muncul dengan mengefektifkan  dengan menghilangkan pungli atau
upaya-upaya pencegahan antara suap dengan cara menerapkan
lain: manajemen berbasis kinerja guna
meningkatkan akuntabilitas dan

. pendidikan public . guna transparansi pelaksanaan program
memberikan pemahaman yang  {isektor public dan melakukan
benar akan definisi korupsi dan pengawasan atas proses pengadaan

akibat-akibat yang ditimbulkan 3 pemberantasan korupsi  harus
misalnya  dengan  sosialisasi

seminar  dan pendidikan
disekolah-sekolah

li. kampanye public yang bertujuan
membentuk kesadaran kolektif
bahwa  korupsi merupakan

diberantas  bersama-sama  oleh
pemerintah dan rakyat tanpa
artisipasi public maka pemerintah
akan gagal memberantas korupsi
sebaliknya tanpa political will yang
kuat  dari pemerintah  maka

musuh bersama,misalnya g i wan
dengan penveb
yebaran -
menjadikan Indonesi an
panflet,pemasangan  spanduk bessih, d X mesla" baru: yang
dan sebagainya’ an  bebas KKN hanya

menjadi Utopia
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